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BUPATI TAPIN
PROVII| SI KALIMAITTAIT STLATAIY

PERATURAIY DATRAII KABI'PATEN TAPIIT
ITOUOR 02 TATII'il 2(J16

TENTANG

PENATAAIT DAIT PEITGEIIDALIAN
PEMBANGUI|AIT MEIYARA TELEKOUTITII(ASI BERSAI}IA

DENGAIT RAIIMAT TT'HAIT YAIIG MAHA ESA

BI'PATI TAPIN,

i a. bahwa dengan semakin berkembangnya ?arlaarl
dimana kebuhrhan masyarakat terhadap
penggunaan fasilitas telekomunikasi juga semakin
meningkat;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebuhrhan fasilitas
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam humf
a, dimana pembangunan menara telekomunikasi di
Kabupaten Tapin telah banyak dilakukan;

c. bahwa agar pembangunan menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, tidak
melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan
estetika, perlu dilakukan penataan dan
pengendalian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan humf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan
Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
Bersama;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27561;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopo[ dan Persaingan Usaha
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
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4. Undang-Undalg Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor L54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a7l;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2OOT tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a72al;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 523ali

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

1 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOO tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor LO7,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang
Penggunaan Spektrrrm Frelmensi Radio dan Orbit
Satelit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 108, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 3981);

14. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2OOS tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a532l.;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggarazrn Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24lPRflMl2OOZ tentang Pedoman Teloris lztn
Mendirikan Bangunan Gedung;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 02 IPE,R/ M.KOMINFO/2OO8 tentang Pedoman
Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan
Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2OO9, Nomor
07lPRT/M/2OO9, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/
03 I 09, Nomor 3 lP I 2OO9 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pernbenh:kan Produk Hukum Daeratr;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5 Tahun
2OO8 tentang Pembentrrkan Organisasi dan Tata
Keda Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubatr beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
O9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
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2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun
2Ol2 tentang Izin Gangguan;

22.Peratrtran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun
2Ol2 tentang Bangunan dan lian Mendirikan
Bangunan;

23. Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun
2OL2 tentang Retribusi Penzinalrt Tertentu;

24.Peratr:r:an Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1O Tatrun
2Ol4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol4 - 2034;

Dengn- Persetqfuan Bereama

DEUIAIY PERWAIIILIIIT RAI(YAT DAERAII KABI'PATEIT TAPII{

daa

BI'PATI ?APIIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATT RAIT DAERAII TETTAIYG PEIIATAAN DAII
PENGEITDALIAIS PEUBANGUNAJT MENARA
TELEKOMI'ITIKASI BERSAMA.

BAB I
TEITNTUAIT I'If,IIM

PaEal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalatr Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daeratr yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati TaPin.

4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan
diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasErn dan
pengendalian pembalgunan dan pengoperasian menara
tele[omunikasi di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. Badan Usaha adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang
didirikan dengan Hukum Indonesia, mempunyai tempat
kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
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6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik y{ry melakukan usaha maupun ymtg
tidak melakukan usaha yarig meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, persleroan lainnya, badan usaha mi[k
negara atau daerah dengan nama dan dalam benttrk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan lainnya.

7. Telekomunikasi adalah Setiap pemancar€rn, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat,
fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.

8. Jasa Telekomunikasi adalah Layartarr telekomunikasi untuk
memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan
jaringan telekomunikasi.

9. Jaringan Telekomunikasi adalah Rangkaian perangkat
telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan datam
rangka bertelekomunikasi.

10. Perangkat Telekomunikasi adalah Sekelompok alat
telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat
menimbulkan komunikasi.

11. Alat Telekomunikasi adalah Setiap alat perlengkapan yang
digunakan dalam bertelekomunikasi.

12. Penyelenggara Tekomunikasi adalah Perorangan, Koperasi, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Pertahanan
Keamanan Negara.

13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

14. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi
untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

15. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara telekomunikasi yarg dimiliki oleh pihak
lain.

16. Kontraktor Menara adalah Penyedia jasa orang perorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa
konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan
kegiatannya untuk mewujudkan suattr hasil perencanaan menara
untuk pihak lain.
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17. Jaringan Utama adalah Bagran dari jaringan infrastmktur
telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan
telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Cqttral Trunlg
Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Rodio
Netutork Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone
tranrcmi,ssionl.

18. Kolokasi adalah Bergabunglya beberapa a-operator celuler untuk
penempatan pemancar (BTS) ke dalam satu menara yang ada
secara bersama-sama.

19. Menara Telekomunikasi ytrtg selanjutnya disebut menara adalah
Bangunan untuk kepentingan umu.m yang didirikan di atas tanah
atau bangunan yang merupakan satrr kesatuan konstruksi dengan
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum
yang struktur frsiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh
berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

20. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi
yang dibangun di atas tanah dan dipergunakan oleh minimal 2
(dua) penyelenggara telekomunikasi.

21. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah Menara Telekomunikasi
yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah diundangkan.

22.Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi
yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi
khusus.

23. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah Menara Telekomunikasi
yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan
dimana menara tersebut berada.

24.ljin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB
Menara addah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi unhrk
membangun bam atau mengubatr menara telekomunikasi
disesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratak teknis
yang berlaku.

25. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah Perencanaan
sistem komunikasi seluler yilE mengatur lokasi penempatan
menara telekomunikasi, yang selanjutnya dalam istilah teknis
disebut dengan Cellular Planning atau Cell Plan.

26. hna Celt Ptan adalah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

27. Zona Cell Plan Menara Eksisting adalah zoraa area dalam radius
tertentu dari titik pusat area ell plan yang berisikan menara-
menara eksisting dan apabila dalam ?,otra dimaksud tidak
dimungkinkan secara teknis malca dilakukan penyesuaian secara
bertahap.
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28. hna Cell Plan Menara Baru adalah 7.ona area dalam radius
tertentu dari titik pusat area ell plan yang terdiri atas zona-zrltaa
area yang berisi minara eksisting yang at<an menjadi bagian dari
menara bersama dan ?,orta-?.otta barl untuk mengakomodasi
kebutuhan pembangunan menara barl, apabila dalam ?ntaa
dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi
tertentu pada saat perencanaan pembangunan.

29. Pembangunan adalah Kegiatan Pembangunan Me,aara
Telekomunikasi Bersama y{ry dilaksanakan oleh penyelenggara
telekomunikasi dan/atau penyedia menara tidak atas
tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat
secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana
Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan
ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta
fasilitas pendukungnya.

3O. Pengoperasian adalah Seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan
oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu
perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan,
perawatan, perbaikan dan asuransi.

31. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat TP3MT
adalah Tim yang dibenhrk dalam rangka untuk melakukan kajian
teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan
pengawasan serta pengendalian rrenara telekomunikasi bersama.

BAB N

RUAITG LII|GKT'P

Pasat 2

Ruang linglnrp Peratrrran Daerah ini meliputi pengaturan, penataan,
dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama
di Daerah.

Pasal 3

(1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara.

(21 Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan :

a. penyelenggara telekomunikasi; atau

b. bukan penyelenggffa telekomunikasi.

oo/
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(1)

(21

BAB III
I( TEITTUAIT PEMBAITGUITAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

PembangUnan dal pengoperasian menara telekomunikasi di
Daerah - wqjib mengacu kepada Rencana Induk Menara

Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya
dilakukan secara bertahaP.

Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, meniaga,
dan menj"mi. agr pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi ai aaeratr dapat terlaksana dan tertata dengan

baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan
manfaat yang sebesar-besafirya bagi semua pihak serta dalam
rangka :

a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari;

b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi
serta kegiatan kePemerintahan;

c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang
tidak terkendali;

d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi y{tg
tertata;

e. standarisasi bentrrk, kuditas, dan keamalan menara
telekomunikasi;

f. kepastian penrntrrkan dan efisiensi latran;

g. meminimalisir gejolak sosial;

h. meningkatkan citra wilayah;

i. keselarasan dengan Rencarta Tata Ruang wilayah (RTRW);

j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;

k.mengantisipasimenaratelekomunikasiillegalgghingga- 
meniamin llgalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);

l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular

secara oPtimal;

m.menjangkauwilayahpelosokDesayangbelumtersedia
menara (blank sPot areal;

n. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan

biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan

o.mend'orongpersainganyanglebihsehatantaroperator.
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Bagfun Kedua

?,ona Cett Plarnnhq tenara Telekomunlkasi

Pasal 5

(1) Penetapan Zona Cell Planning pembangunan dan pengoperasian
Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah
penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa
telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika
serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona CelI Planning Menara
Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kettga

Pembangunan Menara daa Penempatan Tttit Lokast

Pasal 6

Untuk efisiensi dan efektifrtas pemanfaatan menara,
penyelenggtra telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih
dahulu menara telekomunikasi eksisting.

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

a. kna Cell Planning menara banr;

b. hna Cell Planning menara eksisting ketika menara-menara
eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh
minimal 3 (tiga) per5relenggara telekomunikasi dan/atau
sepanjang teloris memungkinkan; dan / atau

c. hna Cell Planning menara eksisting ketika tower-tower
eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis bempa
kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak
dibangun.

Jarak penyebaran titik lokasi antar menara disesuaikan dengan
estetika dan titik koordinat.

Bagtan Keempat

Pembangunaa daa Pengoperasian
Meoara Telehomualkasi Bersama

Pasal 7

(1) Demi efrsiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara
telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam benhrk
menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan
kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

(1)

(2)

(3)
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(21 Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan
sebagai menara telekomunikasi bersama harus dapat digunakan
oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlalm untuk :

a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
dan/atau

b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yffig belum
mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau
daerah-daeratr yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilaksanakan
oleh : '

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daeratr;

Koperasi; dan

Badan Usaha Swasta Nasional.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan antena :

a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6
meter dari permukaan atap bangunan gedung dan/atau tidak
melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang
diijinkan dan konstmksi gedung mampu mendukung beban
antena;

b. pada bangunan lainnya seperti Papan reklame, tiang lampu
penerangan jalan, dan lain-lain sepanjang konstrtrksi
bangunan mampu menopang beban antena; dan

c. peletakan antena seluler pada huruf a dan huruf b tidak
boleh menampakkan stnrkhrr antena dari luar.

(21 Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan Menara.

(3) Penempatan lokasi antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hunrf a dan b harls memenuhi keselamatas bangunan dan
estetika.

(4) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fruruf a
dan huruf b dikenakan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sesuai ketentuan peratural perundang-
undangan yang berlaku.

(3)

a.

b.

c.

d.

00'
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Pasal 1()

Bidang usaha jasa konstrrrksi unflrk pembangunan menara
telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi
khusus merupdkan bidang usaha yang tertuhrp unhrk
penanaman modal asing.

Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha
Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya
dimi[ki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki lzin
Usaha Jasa Konstruksi.

Penyelengg{a Telekomunikasi yang menaranya dikelola Pihak
Ketiga harus menjamin bahwa Pihak Ketiga tersebut memenuhi
kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama hanrs memenuhi
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sesuai dengan standar baku
tertentrr unhrk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan
dengan memperhittrngkan faktor - faktor yang menenhrkan kekuatan
dan kestabilan konstnrksi menara telekomunikasi, antara lain :

a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi
untuk penggunaan bersama;

b. ketinggian menara telekomunikasi

c. strlkttrr menara telekomunikasi;

d. rangka stmktrrr menara telekomunikasi;

e. pondasi menara telekomunikasi;

f. kelmatan angin; dan

g. gempa bumi.

Pasaf 12

Menara telekomunikasi hartrs dilengkapi dengan sarana
pendulmng dan identitas hukum yang jelas dan dapat
dipertanggung j awabkan.

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harls
sesuai dengan ketenttran peratrrran perundang-udangan yang
berlaku, antara lain :

a. pertanahan (grounding);

b. penang!<al petir;

c. catu daya;

(3)

(1)

(21

ru
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d. lampu halangan penerbangan (Auiation Obstruction Lrglq;
e. marka halangan penerbangan (Auiation Obstruction Markingl;

dan

f. pagar pengamanan.

(3) Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. nama pemilik menara telekomunikasi bersama;

b. penyedia jasa konstruksi;

c. lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi bersama;

d. tingS menara telekomunikasi bersama;

e. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi
bersama;

f. luas area menara telekomunikasi bersama;

g. kapasitas listrik terpasang;

h. beban maksimal menaratelekomunikasi bersama;

i. data penyelenggffa telekomunikasi yang menyewa di menara
tersebut;

j. nomor dan tanggal izin mendirikan bangunan; dan

k. nomor dan tanggal izin gangguang, untuk menara
telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catu daya
permanen,

Bagian Kellma
Pembaagunan daa Peagoperaslan
Menara Telekomualkasl llhusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi khusus y{rg memerlukan kriteria khusus seperti
untuk keperluan meteorologt dan geofisika, radio siaran, navigasi,
penerbang€rn, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir,
televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan
telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah tertentu/swasta serta
keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan
Daerah ini.

to'
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Bagiaa Keeaam

Ketentuaa Pembangunaa Menara dl Kawasan Tettentu

Pasat 14

(1) Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan tertentu hams
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk
kawasan dimaksud.

(21 Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) mempakan
kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik
tertentu, antara lain :

a. kawasan bandar udara/pelabuhan;

b. kawasan pusat perkotaan,'

c. kawasan pengawasan militer;

d. kawasan cagar budaya;

e. kawasan pariwisata;

f. kawasan hutan lindung;

g. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan
tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan

h. kawasan pengendalian ketat lainnya.

(3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan
persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagien Ketqfuh
Pembaagunaa dan Pengoperasi,an

Meaata Tambahan Peaghubuag delr Menata Kamuflase

Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan
penghubung diijinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan
kehandalan cakupan (oueragel dan kemampuan trafik frekuensi
telekomunikasi.

Pasal 15

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dikawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila dimungkinkan
menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daeratr maka
bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi
kamuflase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektrrr
setempat sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau
kawasan setempat yang juga merupakan bagran dari menara
telekomunikasi bersama.
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BAB TV

PENGGI'NAAN UEITARA BERSAMA

Pasal 17

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara
telekomunikasi bersama, harrs memberikan kesempatan yang sama
tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain
untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama secara
bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi
bersama.

Pasat 18

Calon pengguna menara telekomunikasi bersama dalam mengajukan
Surat Permohonan untuk penggunaan menara telekomunikasi
bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara
lain :

a. narna penyelenggara telekomunikasi dan penanggungiawabnya;

b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;

c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan
spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan

d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlatr, atau beban menara.

Pasql 19

Penggunaan menara telekomunikasi bersama oleh penyelenggsra
telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang
merurgikan.

Dalam hal terjadi interferensi yang memgikan, penyelenggara
telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi
bersama harrs saling berkoordinasi.

Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak
menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomrrrrikasi yang
menggunakan menara telekomunikasi bersama dan/atau
penyedia menara dapat meminta kepada Direkhrr Jenderal yang
terkait unttrk melakukan mediasi.

(1)

(2)

(3)
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(1)

(21

(3)

BAB V
PRIITSP . PRINSIP PEITGGI'ITAAIT MENARA BERSAftIA

Pasal 20

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara-
telekomunikasi bersama harus memperhatikan ketentrran
hukum tentang ,larangan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara
telekomunikasi bersama harus menginformasikan ketersediaan
kapasitas mcnaranya kepada calon pengguna menara
telekomunikasi bersama secara transparan.

Penyedia menera telekomunikasi bersama atau pengelol,a
menara telekomuniksi harus menggunakan sistem antrian
dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi
bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan
penggunaan menara bersama telekomunikasi bersama dengan
tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

(4) Apabila dalam satu Zona Cell Plan terdapat lebih dari I (satu)
pemsahaan yang berminat untuk membangun menara
telekomunikasi bersama, maka pendaftar pertama dengan
persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih
dahulu.

Pasal 21

Penggunaan menara telekomunikasi bersama hanrs dittrangkart
ddam perjanjian terhrlis dan dilaporkan kepada Bupati melalui
Satuan Kerja Perangkat Daeratr y{ry menang€rni Bidang
Telekomunikasi sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pesal 22

(1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan
program pembangunan menara telekomunikasi bersama, Bupati
membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan
Menara Telekomunikasi (TP3MT).

(2) TPSMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :

a. melalmkan kajian teknis terhadap desain, penataan dan
pembangunan;

b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran biaya
(RAB);
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c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;

d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara
berkala;

e. memberikan rekomendasi penerbitan izin;

f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;

g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan mena-ra
dan;

h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian
izin menara telekomunikasi bersama.

(3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETEIYTUAIT PIRIZIITAN

Pasaf 23

(l) Setiap pembangunan dan pengoperasian mcnara telekomunikasi
bersama wajib memiliki :

a. rekomendasi hna Cell Plan dan ketingglan;

b. izin mendirikan bangunan menara; dan

c. izin gangguan (HO), untuk yang menggunakan catu daya
genset.

(21 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf a,
diberikan setelatr memperhatikan Berita Acara Tinjau Lapang
dari TP3MT.

(3) Dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana ayat (2) akan
diterbitkan pula Kartu Pengendalian Operasional Menara sebagai
alat untrrk melakukan monitoring dan evaluasi operasionalisasi
menara yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata. cara dal prosedur
perizinan menara telekomunikasi bersama ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Untuk memperolah Rekomendasi hna Cell Plan dan ketinggian
sebagaimarra aimatsud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a harus
men[ajukan permohonan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menangani Bidang Telekomunikasi.
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(21

(3)

(4)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (l) sebagai langkah
awal untuk mengurus perijinan berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berlaku
paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.

Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
maka Rekomendasi dapat diperpartjang untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

BAB VII
HAI( DAIT KEWA"IIBAN

Pasal 25

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi bersama yang telah
memiliki iztle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berhak
mengoperasionalkan menara telekomunikasi sesuai dengan
kesepakatan sebagai menara telekomunikasi bersama d,an iztn yang
telah diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

a. melaksanakan keglatan sesuai dengan perizrnan yang diberikan;
b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan

serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku;

c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan

d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari
pelaksan aan ritn yang telah diberikan.

BAB VUI

KOLOKASI DAIT AST'RANSI

Bqgten Kesatu

Kolokasl

Pasal 26

Setiap Permohonan pembangunan menara barl oleh penyelenggara
telekomunikasi yang berada dalam zorra eksisting, harus
dikolokasikan ke menara telekomunikasi yang sudah ada secara
bersama-sama selama masih memenuhi persyaratan teknis sesuai
dengan rencana induk menara telekomunikasi bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
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(3)
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Pasal 27

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki iirn,
diwajibkan untuk menjadi menara telekomunikasi bersama dengan
memperhatikan kekuatan konstruksi menara
penempatan antena.

dan rencana

Bagian Kedua

Asuransi

Pasal 28

(1) Setiap menara telekomunikasi yang
diasuransikan oleh pemiliknya.

dibangun wajib

Pemilik menara wajib bertanggungjawab terhadap setiap
kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara
telekomunikasi.

Asuransi dan tanggungiawab yang harus dipenuhi oleh penyedia
menara diberikan kepada Pihak 1(sfiga yang terkena dampak atas
musibah yang diakibatkan oleh menara tersebut.

Pesel 29

Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil
pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menurra kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk secara berkala sekurang kurangnya
sekali dalam sahr tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan kelayakan
fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Perattrran Bupati.

BAB IX
SAITKSI ADIEIMSTRATIF

Bagian Kesatu

Saakst Admtntgtrattf Perizinan

ksal 3()

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1),
Pasal L4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 2O, Pasal 22 ayat(ll,
Pasal 22 (21, Pasal 22 ayat (31, dan Pasal 23 dikenakan sanksi
administrasi bempa peringatan secara tertulis.

(1)

(2)
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(21 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang
waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasat 31

Apabila pemegang inr: tidak mengindahkan peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka izir: yang
bersan gkutan dibekukan.

Pembekuaurr izin debagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara penyegelan terhadap menara telekomunikasi
bersama yurg sedang atau telah selesai dibangun dan/atau
dioperasikan.

Jangka waktu pembekran Izin berlaku selama 3O (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan
pembekuan izrn.

lzin yang telah dibekukan dapat dicabut kembali apabila pemilik
iztn telah mengindahkan peringatan serta telah melakukan
perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Daeratr ini.

Bagiaa Kedua

Pencabutaa lzln

Pasaf 32

(1) Apabila peringatan tertulis dan pembekuan idrL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) tidak
diindahkan maka Rekomendasi Cell Plannhg dan ketinggian, IMB
Menara dan Ijin Ganggran (HO) menara dicabut.

(21 Pelaksanaan pencabutan Rekomendasi dan Izin sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) disertai dengan pemutrrsatt Pouer
SupplA dan/atau pembongkaran menara telekomunikasi
bersama.

(3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan
penunjang menara telekomunikasi dilakukan oleh pemilik
bangunan/pemegang inn paling lama 3 (tiga) bulan sejak
pencabutan izin.

Pa$l 33

Penjatuhan/pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30, Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh instansi yang membidangi
dalam penerbitan Rekomendasi setelah mempertimbangkan pendapat
dari TP3MT.

[]0/

(1)

(21

(3)

(4)
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Baetan Ketiga
ps6ftsngh?an Meaara

Pasal 34

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, menara telekomunikasi
dan/atau bangunan penunjang menara tidak dibongkar oleh
pemilik bangunan/pemilik izin sebagaimana diatur dalam Pasal
32 ayat (3), maka akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah
dengan biaya dari pemilik bangunan/pemilik izin.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi
maka menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang
menara menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
XETEilTUAIT PIDAIYA

Pasal 35

(1) setiap orang atau badan usaha yang melanggar dan/atau tidak
memenuhi ketentuan ssfoagaimana dimaksud datam pasal 25
huruf a, hump b dan huruf c diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.
5O.OOO.O0O,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XI
KETEITTUAN PEIYYIDIKAIT

Pasal 36

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik atas pelanggaran Peratrrran Daerah ini
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perijinan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

(1)

(21

(1)

t2l
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana petizinarr
Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang peizrnan Daeratr;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan,dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Daerah;

g. men5rumh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan rrangan atau tempat pada saat pemeriksaaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang y{tg berkaitan dengan tindak pidana
perizinan Daeratr;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang periirnan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitatrukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diahrr dalart
Kitab Undang - Undang Huknm Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
PEIIBIITAAIT DAIT PEITGAWASAIT

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaxaan menara
telekomunikasi bersama dilakukan oleh Bupati.

Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan, pembinaan, dan
pengawasan menara telekomunikasi bersama kepada TP3MT di
koordinir oleh Dinas teknis yang berwenang menangani Bidang
Telekomunikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1

j.
k.

(1)

(21

(3)

ry
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(4) Aspek yang dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengalilasan
menara telekomunikasi bersama meliputi :

a. kelenglapan perijinan menara;
b. identitas menara;
c. kelaikan konstmksi menara;
d. kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi;
e. perkembangan jumlah pengguna menara (co operatofl;

f. sosialkemasyarakatansetempat;
g. keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar menara; dan
h. laporan dan masukan dari pengguna telekomunikasi.

BAB XIII
NEirEITTUAN PERALIHAIT

Pasd 38

Menara telekomunikasi eksisting yang dibangun sebelum
berlakunya Perahrran Daerah ini tidak diperkenankan unttrk
diperluas dan/atau ditambah sebelum disesuaikan dengan
ketenhran dan persyaratan yang diatur dalam Perahrran Daerah
ini.

Menara telekomunikasi yang sudah terbangun masuk dalam
hna Cell Planning dan memiliki izrn lengkap hams
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini terkait
dengan kewajiban retribusi dan diprioritaskan untuk dapat
digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelrrm Peratrrran
Daerah ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan namun
masuk dalam hna Cell Plannilq dan memenuhi ketentuan garis
sempadan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam Peraturan Daeratr ini paling lambat 3
(tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan
Daerah ini ditetapkan tetapi tidak masuk dalam hna Cell
Planning dan/ata.g- melanggar garis sempadan maka diberikan
toleransi untuk beroperasi selambat-tambatnya 3 (tiga) tahun
setelah diberlakukannya Perattrran Daerah ini dan selanjutnya
pemilik/pengelola menara wajib untuk melalnrkan
pemUon[t<aran dan/atau di pindahkan ke lokasi lain yang sesuai
dengan ketentuan.

Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentrran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan diberlakukan
keteituan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan
pembongkaran menara.

(1)

(21

(3)

(4t

(s)

to/
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BAB r\T
KETENTUAN PEIIUTT'P

ksel 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah I(abupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
O6 Januari 2OLb

ARPAIT
Diundangkan di Rantau

06 Januari 2016

DAERAH KABT'PATEN TAPIN,

LEIIBARAIT DATRAII KABI'PATEIT TAPTI| TAHI'IT 2(J16ITOUOR O'}

NOREG PERATURAN DAERAH IGBUPATEN TAPIN

PROVINSI KALIMAMAN SELATAN : (180/2015)
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